
Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 

NOMOR (2. TAHUN 2022 

TENTANG 

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 
KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2042 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;

b. bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan
aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan
pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan
masyarakat yang berkualitas lebih maju mandiri;

c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunari
kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, efisien
dan terukur guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan
masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pembangunan
Kependudukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan
Kependudukan Kota Palembang Tahun 2018-2042;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan ...
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand
Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

dan 

WALIKOTA PALEMBANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN 
KEPENDUDUKAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2042. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palembang.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Palembang.

6. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya
disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan
dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan
Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan
kependudukan.

7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,
struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran,
kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik,
ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk
setempat.

8. Penduduk adalah warga Kota dan orang asing atau pendatang
yang bertempat tinggal di Kota.

9. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang
berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang
dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan
berkelanjutan.

10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari 
perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah 
tempat tinggal. 

11. Kualitas ...
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c. pembangunan kependudukan menitikberatkan penduduk
sebagai pelaku dan penikmat pembangunan;

d. pembangunan kependudukan diarahkan untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan; dan

e. pembangunan kependudukan berpedoman pada rencana
pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan
jangka panjang Kota.

(2) Pelaksanaan GDPK Kota bertujuan:
a. mewujudkan penduduk kota tumbuh seimbang;
b. mewujudkan masyarakat kota yang sehat jasmani dan

rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak
mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;

c. mewujudkan keluarga Indonesia yang berketahanan, 
sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;

d. mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang
serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung
lingkungan;dan

e. mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib,
akurat, dan dapat dipercaya.

BAB II 
PENETAPAN GDPK 

Pasal 3 

(1) Dengan Peraturan ini ditetapkan GDPK Kota Tahun 2018-2042.
(2) GDPK Kota Tahun 2018-2042 merupakan acuan dasar berbagai

pihak baik Pemerintah Kota maupun masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan
Kependudukan.

BAB III 
SISTEMATIKA 

Pasal 4 

(1) GDPK Kota Tahun 2018-2042 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : VISI DAN MISI
BAB III : KONDISI KEPENDUDUKAN KOTA PALEMBANG
BAB IV : PROYEKSI KEPENDUDUKAN KOTA PALEMBANG
BAB V : POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
BAB VI : ROAD MAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
BAB VII : PENUTUP

(2) GDPK Kota Tahun 2018-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ... 







1.1. Latar Belakang 

LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 
NO MOR ( 2-- TAHUN 2022 
TENTANG 
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN 
KEPENDUDUKAN KOTA PALEMBANG 
TAHUN 2018-2042 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana telah 
berkontribusi yang sangat positif terhadap pemecahan permasalahan kependudukan 
dan memberikan sumbangsih sangat positif terhadap pembangunan bangsa secara 
keseluruhan. Masalah kependudukan adalah permasalahan yang kompleks yang 
pembenahannya berjangka panjang sehingga pengelolaannya harus bertahap, 
terukur dan konsisten serta berkesinambungan. Upaya pengendalian penduduk 
melibatkan banyak pihak sehingga mulai dari perencanaan sampai implementasi 
kegiatan harus melibatkan banyak pihak yang terkait. Salah satu contohnya adalah 
tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan masih tingginya tingkat 
kelahiran. Tingginya tingkat kelahiran disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya 
tingkat pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah juga serta lingkungan 
sosial cukup berperan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan hasil 
pembangunan kurang dirasakan oleh masyarakat dan menjadi beban berat bagi 
pembangunan selanjutnya, sehingga upaya pengendalian penduduk harus 
dilaksanakan terus menerus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 
percepatan tujuan pembangunan nasional. 

Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk pembangunan itu sendiri, tapi 
pembangunan harus dinikmati oleh penduduk sebagai subyek dan obyek dalam 
pembangunan itu sendiri. Sekarang sudah dikembangkan konsep pembangunan 
berwawasan kependudukan. Konsep Population Centered Development (PCD) sudah 
mulai diperkenalkan sejak tahun 1984 dengan tiga nilai utama yaitu berkeadilan 
(justice), berkelanjutan (sustainability) dan inklusif (inclusiveness). Dengan 
mengkombinasikan prinsip pembangunan sumber daya manusia (human resource 
development), pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sehingga 
terjadi titik sentral pembangunan berwawasan kependudukan (People centered 
development). Dari kombinasi ketiga jenis pembangunan tersebut akan 
menghasilkan pembangunan manusia (human development) yang muaranya 
meningkatkan kualitas manusia. Dengan demikian akan terwujud suatu 
pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus baik sebagai subyek 
maupun obyek dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan 
pembangunan, standar minimum, kesehatan prima, serata memiliki pendidikan dan 
atau keterampilan yang berkelanjutan. 

Dengan permasalahan penduduk yang kompleks baik dari sisi kuantitas 
maupun kualitas maka perlu diurai permasalahan tersebut dengan program 
pembangunan yang dapat mengubah permasalahan menjadi peluang dan 
kesempatan sebagai modal dasar pembangunan. Tentunya mengubah keadaan 
seperti itu tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu kerja keras 
dengan semangat yang tinggi secara konsisten, terarah dan berkelanjutan. Oleh 
karenanya pembangunan harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral dari 
kegiatan pembangunan. Selain itu perlu mengintegrasikan kebijakan kependudukan 
ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup. Dengan 
demikian maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan sebagai arahan 
kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan 

kependudukan ..... 
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kependudukan untuk mewujudkan target kependudukan. sehingga diharapkan 
terwujudnya penduduk yang berkualitas dan produktif sebagai modal dasar 
pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2045. 

Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan merupakan kota 
terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Kota Medan dan pembangunan yang 
cukup pesat akhir-akhir ini karena sebagai tuan rumah Sea Games dan Asian Games
memiliki corak permasalahan kependudukan tersendiri yang berbeda dengan 
kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 
tentunya banyak permasalahan kepedudukan baik dari sisi kuantitas, kualitas, 
pembangunan keluarga, penataan mobilitas dan sebaran penduduk, serta pendataan 
yang akurat dan terintegrasi. Selain itu permasalahan imigrasi baik dari dalam 
provinsi maupun luar Provinsi Sumatera Selatan juga cukup banyak. Dengan 

demikian basil pengendalian penduduk di Kota Palembang yang ditunjukkan dari 
indikator-indikator kependuduk belum semuanya dapat memenuhi harapan, 
sehingga bila dibandingkan dengan angka nasional masih ada beberapa yang 
tertinggal. Oleh karena itu kedepan diperlukan dokumen parencanaan yang lebih 
terarah, komprehensif dan terukur serta berkesinambungan dengan melibatkan 
semua pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan kependudukan. 

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Palembang menjadi 
sangat penting karena merupakan tahapan-tahapan rencana pembangunan

kependudukan sehingga mempengaruhi capaian pembangunan dari target-target 
pembangunan yang sudah digariskan dalam RPJMD Kota Palembang. Dengan kata 
lain GDPK Kota Palembang merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan 

pembangunan kependudukan Kota Palembang dengan melihat target pencapaian 
dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2042. Dengan demikian dalam dokumen ini 
akan dicantumkan pula road map yang bermuatan kebijakan yang diperlukan untuk 
tiap lima tahunan sampai tahun 2042, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas 
langkah-langkah yang perlu diambil oleh setiap OPD yang terkait dalam mendukung 
implementasi pembangunan kependudukan di Kota Palembang. Selain itu dalam 
proses penyusunan GDPK Kota Palembang juga memperhatikan dan 

mengintegrasikan dan mensinergikan dengan dokumen terkait yang telah ada 
terlebih dahulu seperti RPJP Kota Palembang, RPJMD Kota Palembang, dan sejumlah 
regulasi yang terkait dengan pembangunan kependudukan Kota Palembang. 

1.2 Maksud Dan Tujuan 
Adapun maksud dari penyusunan GDPK Kota Palembang adalah tersedianya 

dokumen sebagai arahan dan pedoman dalam menyusun perencanaan 

pembangunan kependudukan Kota Palembang. 
:ujuan utama dengan tersusunnya GDPK Kota Palembang adalah tercapainya 

kuahtas penduduk yang tinggi sehingga menjadi faktor penting dalam mencapai 
kemajuan pembangunan di Kota Palembang. 
Sedangkan Tujuan khususnya adalah terwujudnya: 
a) pertumbuhan penduduk Kota Palembang yang seimbang;
b) masyarakat Kota Palembang yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, mandiri,

beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan beretos kerja yang tinggi;
c) keluarga yang sejahtera, sehat, berketahanan, mandiri, maju dan harmoni tinggal

di Kota Palembang;
d) keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan

daya tampung lingkungan di Kota Palembang; dan

e) a?ministrasi kependudukan Kota Palembang yang tertib, akurat dan dapat
d1percaya.

1.3 Arab Kebijakan

a) pembangunan kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai
prinsip utama untuk mencapai kaidah keadilan;

b) pembangunan ..... 
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BAB III 

KONDISI KEPENDUDUKAN 

3.1 Kuantitas Penduduk 
3.1 . 1 Jumlah Penduduk . . 

Jumlah penduduk di Kota Palembang cenderung mengalam1 penmgkatan

setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Kota Palembang, jumla? pe?duduk tahun

2017 sebanyak 1.623.099 jiwa, yang terdiri atas 813.708 laki-laki dan 809.391

perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap �ren:1puru_1 adalah

sebesar 100,53%, yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki leb1h b�sar

dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari perke�ban.gan hma

tahun terakhir, jumlah penduduk Kota Palembang terus mengalam1 pemngkatan
(Gambar 3.1). 

Gambar 3.1 Perkemban an Jumlah Penduduk Kota Palembang 

� 
. 

• 1,6B.099 
. ., 

.. 

w 

2013 2014 2015 2016 2017 

Sumber: BPS Kota Palembang 

Dilihat dari umur, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota 
Palembang mencapai 1.131.962 jiwa atau 69,74% dari total penduduk, lebih banyak 
dibandingkan dengan usia belum produktif (kelompok umur 0-14 tahun) dan tidak 
produktif (kelompok umur 65+} (Tabel 3.1}. Kondisi tersebut menggambarkan 
kecukupan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat bekerja dalam 
mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi kota Palembang. Bilamana 
penduduk produktif tersebut dalam keadaan sehat dan berpendidikan tinggi, akan 
memberikan dampak peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota 
Palembang. 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Palembang Menurut Kelompok Umur dan 
Jenis Kelamin Tahun 2013-2017 

Tahun 
0-14 15-64 65+ 

Total 
Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

2013 212200 199600 530100 533400 26700 33900 1535900 

2014 215530 202608 538932 540861 26237 34326 1558494 

2015 218629 205400 546692 548355 26622 34819 1580517 

2016 216742 203858 557119 558233 29129 36990 1602071 

2017 217584 204682 565589 566373 30536 38335 1623099 

Sumber ..... 
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Tabel 3.5 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tahun 2017

Tahun 
Kelompok Umur 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 4o-44 45-49

2017 9.18 9.34 8.67 8.19 7.74 7.18 6.28 

Sumber: BPS Kota Palembang, Palembang Dalam Angka

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Garn bar 3. 7 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 
Tahun 2017 

Sumber: BPS Kota Palembang, Palembang Dalam Angka 

Dari Garn bar 3. 7 menjelaskan bahwa angka kelahiran menurut kelompok 
umur tahun 2017, terbanyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun, dan yang 
terendah sebesar 6,28 pada kelompok umur 45-49 tahun. 

3.1.5 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) 
Jumlah Pasangan Usia Subur {PUS} dari tahun 2013 sampai dengan 2017 

mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013, jumlah PUS meningkat dari tahun 2012 
yaitu sebanyak 303.051 pasangan, dan bertambah ditahun 2014 menjadi 305.548 
pasangan. Namun pada tahun 2015 dan 2016 jumlah PUS menurunmasing-masing 
sebanyak 286.885 pasangan, dan 282.600 pasangan. Tahun 2017 jumlah PUS 
bertambah hampir sebanyak 2000 pasangan dibandingkan tahun '.Xll6. 

"' 

Gambar 3.8 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 

310.000 
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290.000 
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270,000 
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Sumber: Palembang Dalam Angka 

Jika dilihat dari usia perkawinan pertama, maka persentase wanita yang 
menikah dalam kelompok umur perkawinan 19-24 tahun menduduki persentase 
terbesar dibandingkan pada kelompok umur perkawinan 16 tahun, 17-18 tahun, 

dan ..... 
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penyakit kronis dan degeneratif. Strategi utama yang harus dilakukan adala� 
melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi, khususnya pada bay1 
dan anak-anak, meningkatnya penyakit kronis dan degeneratif sebagai peny�bab 
kematian orang dewasa, maka alokasi sumber daya kesehatan harus Juga 
diarahkan untuk pencegahan dan treatment penyakit terse but. 

Sementara itu, strategi penurunan kematian maternal sangat erat 
kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk 
pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan 
angka kematian maternal. Hal tersebut harus ditopang dengan pengembangan 
pelayanan prenatal maupun antenatal. 

Untuk pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan 
akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk 
miskin, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses 
terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk 
mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan 
antara laki-laki dan perempuannya. Angka melek huruf masih rendah, maka 
untuk pendidikan nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas. 
Kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan kebutuhan kualifikasi 
SDM terutama dari segi kualitas, kebijakan pendidikan harus dimulai dengan 
mengidentifikasi kebutuhan tersebut. 

5.4. Pembangunan Keluarga 
Pembangunan keluarga memuat kegiatan membangun keluarga yang 

bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa; membangun iklim berkeluarga 
berdasarkan perkawinan yang sah; membangun keluarga berketahanan, 
sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan 
berkesetaraan gender; membangun keluarga yang berwawasan nasional dan 
berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; serta membangun 
keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. ·sasaran dari pokok 
kegiatan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga yang terdiri 
dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan 
sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan 
maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan 
sosial psikologis. 

5.4.1. Strategi Pembangunan Keluarga 
Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 
a. Strategi

Dalam upaya membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang
Maha Esa, strategi yang disuguhkan adalah pembangunan keluarga melalui 
Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal. 
b. Indikator keberhasilan

Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa
mempunyai indikator keberhasilan yang dilihat dari hal berikut: 
• Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan

masing-masing;
• Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama; dan
• Keluarga yang memelihara kerukunan antarumat beragama.

5.4.2. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah 
a. Strategi

Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan
yang sah dilakukan dengan hal berikut: 
• Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan;
• Meningkatkan peran kelembagaan keluarga�
• Komitmen Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara

laki-laki ..... 
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laki-laki dan perempuan; 
■ Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara; dan

■ Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat.

b. Indikator keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam membangun iklim berkeluarga berdasarkan

perkawinan yang sah adalah: 

a. Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara;

b. Keluarga dibangun dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan,

bukan perkawinan dengan sejenis kelamin; dan

c. Keluarga dibangun dari perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan

masyarakat.
Setiap perkawinan tercatat di lembaga yang berwenang dengan dibuktikan

oleh kepemilikan akta nikah. 

5.4.3. Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri 

a. Strategi
Beberapa strategi untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera,

sehat, maju, dan mandiri adalah sebagai berikut: 
1. Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelem

bagaan lokal. Strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan
advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai
keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan
dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju
kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

2. Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat 
fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan). 

3. Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik.
4. Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.

Strategi ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan
sosial lingkungan.

b. Indikator keberhasilan
1. Keluarga sejahtera (pendapatan per kapita/bulan tidak miskin, rumah

layak huni, mempunyai tabungan) Keluarga sehat (kecukupan pangan
dan gizi, morbiditas rendah, tidak berpenyakit, sehat psikologis).

2. Keluarga maju (partisipasi pendidikan, partisipasi kerja).
3. Keluarga mandiri (kemandirian sosial ekonomi).

Keluarga harmonis (tidak bercerai, penurunan tingkat kekerasan dalam
rumah tangga, penurunan tingkat perdagangan manusia, penurunan tingkat 
kenakalan anak). Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan 
berkontribusi kepada masyarakat. 

5.4.4. Keluarga Berketahanan Sosial 
a. Strategi

Strategi yang digunakan adalah penyadaran melalui pendidikan, pembinaan,
dan penyuluhan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, 
dan edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan 
sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan 
peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 
b. Indikator keberhasilan

Indikator keberhasilannya adalah keluarga yang berketahanan sosial,
berwawasan kedepan (menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi), serta 
berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara (berperan serta dalam 
kegiatan sosial kemasyarakatan. Membangun keluarga yang mampu 
merencanakan sumber daya keluarga. 

5.4.5 ..... 
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5.4.5. Keluarga Berencana 
a. Strategi

Strategi yang dapat dilakukan adalah untuk membangun keluarga yang

mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber

daya keluarga. 
Kegiatan lainnya adalah dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak,

manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stres, serta manajemen waktu

dan pekerjaan keluarga. 
b. lndikator keberhasilan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah:
1. Keluarga mampunyai perencanaan berkeluarga.
2. Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar,
tabungan/ asuransi pendidikan anak, dan angka drop-out menurun.

3. Keluarga mempunyai perencanaan keuangan.
Hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga
menabung di bank, dan perencanaan membeli rumah.

5.5. Persebaran Dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 
Pokok-pokok Pembangunan Kependudukan pada penataan persebaran 

dan pengerahan mobilitas, dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Pengarahan mobilitas penduduk yang didorong dan mendukung 

pembangunan-pembangunan daerah yang berkeadilan; 
2. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang

berkelanjutan;
3. Pencegahan munculnya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya

IDPs.

Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di 
luar negeri secara maksimal. 

5.5.1. Strategi Pengarahan Mobilitas dan Distribusi Penduduk 
Strategi mencapai tujuan-tujuan kebijakan pengarahan mobilitas 

penduduk sebagai berikut. 
a. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang

harmonis;
b. Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi};
c. Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para

migrant internasional dan keluarganya;
d. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan

daya tampung lingkungan;
e. Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu;
f. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
g. Memperluas kesempatan kerja produktif;
h. Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional;
1. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran;

J. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia; dan
k. Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah

baru, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan
pangan bagi masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahan mobilitas penduduk perlu
dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut:
1) mengupayakan peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara

menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi
di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas
penduduk;

2) mengurangi mobilitas penduduk ke kota megapolitan, seperti Jakarta dan

supaya ..... 
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supaya hal itu tidak terulang di luar Jawa, dengan .adanya pen-:1-ta�
wilayah penyangga untuk mengembangkan daerah tuJuan trans.m1gras1
yang secara khusus diintegrasikan dengan kota besar sek1t�rnya . 
Transmigrasi seharusnya tidak terkesan membuang penduduk ke wilayah 
terpencil, tetapi benar-benar menonjolkan napas distri��si penduduk. 
a) untuk tujuan ini, perlu tiga pendekatan dalam keb1Jakan p�ngarahan

mobilitas penduduk mengurangi peran pusat dan merun��an
promosi daerah-daerah tujuan baru sehingga penduduk berkemginan
untuk melakukan perpindahan secara spontan;

b) membuat regulasi yang menguntungkan bagi daerah tujuan de�gan
sasaran menghambat/ mengurangi minat penduduk yang tidak
berkualitas berpindah ke daerah lain (mobilitas bukan sekadar
pemindahan kemiskinan). Penduduk miskin adalah tanggung jawab
daerah asal/ kelahiran;

c) membuat kebijakan yang berskala nasional dan berujung pada
kepentingan nasional, misalnya transmigrasi ke pulau terdepan,
peningkatan kualitas pra-sarana dan sarana ekonomi, serta
peningkatan akulturasi dan asimilasi kultural antara pendatang dan
penduduk asli.

Berbicara tentang pengerahan penduduk, maka dalam jangka pendek 
maupun menengah dan panjang, perlu dirumuskan beberapa sasaran 
pengarahan mobilitas penduduk yang antara lain meliputi hal berikut: 
1. Pemodelan rekayasa sosial yang memungkinkan integrasi antara penduduk

pendatang dan penduduk asli;
2. Pengembangan kebijakan lokal yang pro masyarakat asli tanpa mengurangi

hak hidup pendatang;
3. Pengembangan regulasi yang memungkinkan adanya migration selection

berdasarkan kapasitas pendidikan dan keterampilan, aspek politik, dan ke­
lembagaan;

4. Penguatan peran elemen masyarakat sipil (CSO, NGO, dan universitas)
dalam capacity building permukiman baru basil kebijakan mobilitas formal;

5. Pengembangan forum komunikasi antarwarga di daerah-daerah tujuan
mobilitas;

6. Penguatan kelembagaan keluarga m1gran dalam konteks kebijakan
kesehatan reproduksi;

7. Strategi pengembangan daerah penyangga perkotaan dan pengembangan
ekonomi perdesaan sehingga mengurangi minat penduduk desa melakukan
urbanisasi;

8. Pemodelan pengembangan ekonomi makro dan distribusi kesejahteraan
yang merata sehingga semakin mengurangi distorsi biaya hidup
antarwilayah;

9. Memikirkan kembali keterkaitan antara pendidikan dan kesempatan kerja;
10. Desentralisasi kewenangan pengarahan mobilitas penduduk; dan
11. Pengembangan kajian akademis terkait pemodelan mobilitas penduduk dan

dikaitkan dengan kepentingan nasional (sesuai dengan dokumen
perundangan), dengan tujuan pengembangan dan mengonstruksikan
proposisi/ teori menengah terkait dengan proses-proses migrasi yang berhasil
diidentifikasi dari studi terkait kondisi masyarakat Indonesia untuk
menjawab tantangan tujuan-tujuan pengerahan penduduk, mengaitkan
kebijakan pengerahan mobilitas penduduk dengan konteks perkembangan
ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan fisik migran, baik lokal, regional
maupun global, membangun kerangka konseptual baru yang memungkinkan
untuk menjawab tantangan pengarahan mobilitas penduduk, serta
pengembangan strategi-strategi baru terkait dengan pengarahan mobilitas
penduduk, baik internal maupun internasional.

5.6 .... . 


























